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ABSTRAK

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umu APBK, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perludilakukan Perubahan APBK
Tahun Anggaran 2013, berdasarkan pertimbangan
dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013.
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